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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang sampai saat ini masih terus 

melaksanakan peningkatan terhadap pembangunan perekonomian negara. Salah satu 

usaha yang dilakukan pemerintah ialah dengan membuka diri untuk perdagangan 

internasional. Hal tersebut mendorong masuknya barang atau jasa dari negara lain dan 

membanjiri pasar dalam negeri. Pelaku usaha dalam negeri harus berhadapan dengan 

pelaku usaha dari berbagai negara, dalam suasana persaingan tidak sempurna.1   

Apabila membahas tentang perekonomian negara, maka tidak lepas dari 

berbicara mengenai dunia usaha. Dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa sistem ekonomi yang dianut Negara 

Republik Indonesia berdasarkan atas ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, yang 

bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai bentuk 

tujuan dari pembangunan ekonomi. 

Aktivitas perekonomian Indonesia khususnya di bidang perdagangan, baik itu 

produk nasional maupun internasional merupakan akibat dari keterbukaan ekonomi 

(globalisasi). Oleh karena itu, dalam proses memenuhi kebutuhan konsumsinya manusia 

                                                 
1Ezra Monica Saragih, Jurnal “Analisis Efektivitas Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat Terhadap Pembatasan Praktek Kartel Di 

Indonesia”. (Yogyakarta:  Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), hlm. 1. 



2 

 

 

 

akan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam interaksinya ada yang berperan 

sebagai pelaku usaha dan konsumen, kedua belah pihak tersebut posisinya saling 

melengkapi satu sama lain, sehingga menimbulkan simbiosis mutualisme diantara 

keduanya. 

Setiap aktivitas perdagangan dapat terjadi persaingan (competition) di antara 

pelaku usaha. Persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai 

pendayagunaan sumber daya secara optimal. Persaingan ini dapat berimplikasi positif 

dan juga dapat menjadi negatif jika dilakukan dengan perilaku negatif.2 Pesatnya 

perkembangan dunia usaha tanpa adanya suatu aturan yang tegas, dapat mengakibatkan 

timbulnya persaingan usaha tidak sehat bahkan juga dapat menimbulkan praktek 

monopoli oleh pelaku usaha dalam dunia usaha tersebut. 

Beberapa pelaku usaha yang melakukan tindakan tidak jujur atau curang dalam 

menjalankan usahanya dengan tujuan meningkatkan permintaan atas barang dan/atau 

jasa produksinya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Tentu saja hal ini 

menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat 

merugikan kepentingan umum. Untuk mengatur persaingan antara pelaku usaha di 

Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan sebuah Undang-Undang anti monopoli yang 

termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

                                                 
2Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 

1. 
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Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara 

pelaku usaha yang   berjalan secara unfair atau curang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, 

yaitu :3 

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur  

2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum  

3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya 

persaingan diantara pelaku usaha. 

Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak 

penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya 

hukum pasar, oleh karena itu dilarang setiap perjanjian yang bertentangan dengan 

kebebasan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat. 

Pelaku usaha merupakan bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan. pelaku 

usaha selalu berada di tengah masyarakat dan hanya dapat hidup, tumbuh, dan 

berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat. Masyarakat sebagai 

konsumen menjadi sasaran bagi pelaku usaha untuk mendistribusikan barang dan/atau 

jasa yang dihasilkan. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha berada pada dua 

sisi yang saling membutuhkan, yaitu ketika masyarakat sebagai konsumen membutuhkan 

                                                 
3Ibid., hlm. 10. 
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barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha, dan ketika masyarakat sebagai 

pemasok dibutuhkan pelaku usaha untuk menunjang proses produksinya.4 

Pelaku usaha menurut  Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan : 

pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.5 

 

 Hukum persaingan usaha melindungi persaingan dan proses persaingan yang 

sehat dengan mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang anti 

persaingan. Persaingan usaha merupakan sesuatu yang baik bagi masyarakat maupun 

bagi perkembangan perekonomian suatu bangsa. Hal ini disebabkan persaingan dapat 

mendorong turunnya harga suatu barang atau jasa akibat adanya efisiensi dalam produksi 

dan alokasi sehingga menguntungkan konsumen. Untuk mempertahankan keuntungan 

maka para pelaku usaha tersebut berusaha mengadakan kesepakatan dengan cara 

membentuk suatu kartel.6  

Salah satu jenis persaingan usaha yang tidak sehat adalah praktek 

kartel.  Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam 

tindak monopoli. Maka secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha 

                                                 
4Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan, Bandung:  Refika Aditama, 2015, 

hlm. 1. 
5Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

Pasal 1 angka 3. 
6Zealabetra Mahamanda, Skripsi: “Analisis Dugaan penetapan Harga Dan Kartel Yang 

Menimbulkan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Studi Kasus Kartel Semen Putusan KPPU No.01/KPPU-

I/2010 Dan Peraturan Komisi No.4 Tahun 2010”, ( Depok: Universitas Indonesia, 2011), hlm. 3. 
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dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. 

Dengan perkataan lain, kartel adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu 

yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan 

monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.7 Sementara itu Anton Muliono 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kartel sebagai :8 

(1) Organisasi perusahaan-perusahaan besar (negara dan sebagainya) yang 

memproduksi barang-barang sejenis.  

(2) Persetujuan Sekelompok Perusahaan dengan maksud mengendalikan harga 

komoditi tertentu. 

  Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan :  

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 

saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi 

dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.9  

 

Meskipun tidak ada definisi yang tegas tentang kartel dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, dari Pasal 11 dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian horizontal 

untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang 

                                                 
7Mustafa Kamal Rokan, op.cit., hlm. 105. 
8Johanny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 230. 
9Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  Pasal 11. 
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dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat.10 

  Unsur yang bisa diartikan sebagai kartel menurut Pasal 11, yaitu : 

 1. Perjanjian dengan pelaku usaha saingannya; 

 2. Bermaksud mempengaruhi harga; 

 3. Dengan mengatur produksi dan atau pemasaran; 

4. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat. 

Istilah kartel sebenarnya merupakan istilah umum yang dipakai untuk setiap 

kesepakatan atau kolusi atau konspirasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. 

Pemakaian istilah kartel juga dibagi dalam kartel yang utama dan kartel lainnya. Kartel 

yang utama terdiri dari kartel mengenai penetapan harga, kartel pembagian wilayah, 

persekongkolan tender dan pembagian konsumen. Suatu kartel dianggap sangat 

berbahaya karena para pelakunya sepakat melakukan konspirasi mengenai hal-hal yang 

sangat pokok dalam suatu transaksi bisnis yang meliputi harga, wilayah dan konsumen. 

Kartel juga sangat berbahaya karena dapat berperilaku seperti monopolis yang dapat 

menentukan tingkat harga yang sangat tinggi atau jumlah produksi, sehingga akan 

menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kartel akan 

                                                 
10Arief Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 85. 
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menyebabkan kerugian bagi konsumen karena harga akan mahal dan terbatasnya barang 

atau jasa di pasar.11 

Mengacu pada kasus yang akan dibahas penulis mengenai Putusan KPPU bagi 

pelaku usaha yang melakukan kartel sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak 

Sehat. Maka disini penulis ingin membahas Praktek kartel di Indonesia yang terjadi pada 

bidang industri motor. perusahaan otomotif PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

dan PT Astra Honda Motor terindikasi melakukan praktek kartel dalam industri sepeda 

motor matic 110-125 CC. Selain itu, penguasaan pangsa pasar motor matic 110-125 CC 

juga sangat dominan dikuasai kedua pabrikan tersebut. Pergerakan harga dari pabrikan 

Yamaha dan Honda juga saling beriringan. Selain itu, kenaikan harga dari Yamaha 

selalu mengikuti kenaikan harga dari Honda. Dugaan kartel dari 2 (dua) perusahaan 

tersebut kemungkinan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, hal ini berdasarkan 

adanya koordinasi dan pertukaran informasi harga dan data produksi secara periodik, 

sehingga timbul persekongkolan dalam menetapkan harga jual sepeda motor jenis matic 

110-125 CC di Indonesia. 

Kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu 

perjanjian yang dilarang. Suatu kartel dilarang, karena para pelaku usaha yang tergabung 

dalam suatu kartel dapat memperoleh keuntungan diatas harga yang kompetitif dengan 

cara mengatur jumlah produksi para anggotanya, sehingga akan berpengaruh terhadap 

                                                 
11KPPU RI, Peraturan Komisi Persaingan Usaha tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang 

kartel berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat, Peraturan Komisi No 4 tahun 2010, hlm. 12. 
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harga barang di pasar. Melalui kartel para pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan 

seperti layaknya perusahaan yang memonopoli suatu pasar. Namun di sisi lain, kartel 

dapat merugikan perekonomian suatu bangsa karena akan menyebabkan inefisiensi 

alokasi dan inefisiensi produksi. Kartel juga dapat merugikan konsumen, karena 

konsumen dipaksa membayar suatu barang atau jasa lebih mahal dari seharusnya, 

bahkan dapat menyebabkan sebagian konsumen tidak mampu membeli barang atau jasa 

tersebut, padahal kalau harga sesuai harga pasar atau harga persaingan mereka mampu 

untuk membelinya.12  

Hal ini menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan dari Undang-Undang 

Persaingan Usaha itu sendiri yakni untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat di Indonesia demi stabilisasi perekonomian Indonesia. Tindakan ini 

juga sedikit banyak dapat merugikan konsumen yang tidak lain adalah masyarakat 

Indonesia.  

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, penulis tertarik lebih lanjut tentang 

kasus tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : 

 “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KPPU TERHADAP KARTEL SEPEDA 

MOTOR MATIC DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR: 04/KPPU-I/2016) ” 

 

 

 

                                                 
12Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel, 

hlm. 28. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

berdasarkan hal diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu : 

1. Analisis pertimbangan hukum Majelis KPPU terhadap kasus kartel sepeda motor 

matic dalam putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016  ? 

2. Bagaimana bentuk ganti rugi dan sanksi yang dijatuhkan pihak KPPU dalam 

Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2016 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pertimbangan hukum majelis KPPU dalam memberikan Putusan KPPU 

Nomor: 04/KPPU-I/2016 

2. Mengetahui bentuk ganti rugi dan sanksi yang dijatuhkan pihak KPPU pada Putusan 

Nomor: 04/KPPU-I/2016 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap 

perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum 

persaingan usaha pada khususnya; 

b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan penelitian 

lanjutan yang sifatnya akademis baik dalam penelahaan hukum secara sektoral 
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maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan 

hukum persaingan usaha. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulisan hukum yang dibuat dalam bentuk skripsi, sangat diharapkan untuk 

menambah pengetahuan pembaca terhadap larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. Dan juga sebagai informasi bagi pihak-pihak 

terkait, yakni aparat penegak hukum, khususnya hal ini hakim sebagai pemutus 

dalam perkara ini; 

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan khususnya masyarakat selaku konsumen. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum perdata khususnya yang 

menjadi permasalahan diatas yaitu kartel yang merugikan pihak konsumen serta bentuk 

ganti rugi dan sanksi yang dijatuhkan pihak KPPU dalam Putusan (Nomor: 04/KPPU-

I/2016).  

F. Kerangka Teori 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengimplikasikan pada beberapa teori yang 

relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis diantaranya : 

1. Teori Dalam Konsep Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

menyebutkan : 
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persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha.13  

 

Arie Siswanto, mengemukakan bahwa hukum persaingan usaha (competition 

law) merupakan instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana 

persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek 

”persaingan”, hukum  persaingan juga berkaitan erat dengan pemberantasan 

monopoli, karena yang juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah 

mengatur persaingan sedemikian rupa sehingga ia tidak menjadi sarana untuk 

mendapatkan monopoli.14  

Dalam hukum persaingan, secara prosuderal dikenal dua prinsip dalam 

hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat, yaitu :  

1.  Prinsip Per Se Prinsip yang melarang monopoli an sich, tanpa melihat 

apakah ada ekses negatifnya. Beberapa bentuk kartel, monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat harus dianggap dengan sendirinya 

bertentangan dengan hukum. Titik beratnya adalah unsur formal dari 

perbuatan tersebut;  

                                                 
13Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  Pasal 1 angka 6. 
14Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media 

Group, 2008, hlm. 45. 
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2.  Prinsip Rule of Reason Prinsip ini melarang kartel dan monopoli jika 

dapat dibuktikan ada efek negatifnya.15  

Prinsip Per Se diartikan bahwa, ada kategori tindakan yang boleh dianggap 

nyata-nyata bersifat anti persaingan, sehingga analisis terhadap fakta fakta di 

sekitar tindakan tersebut tidak lagi terlalu penting untuk menentukan bahwa 

melanggar hukum. Dengan kata lain, tindakan-tindakan tertentu yang jelas 

melanggar hukum persaingan usaha dengan serta merta dapat ditentukan sebagai 

tindakan yang ilegal.   

  Prinsip Rule Of Reason dapat diartikan bahwa, pendekatannya tidak dapat 

secara mudah dilihat ilegalitasnya tanpa menganalisis akibat-akibat dari tindakan 

tersebut terhadap kondisi persaingan. Sehingga, pendekatannya dipergunakan 

untuk mengakomodasi tindakan yang berada dalam wilayah abu “grey area” 

antara legal atau ilegal. Pendekatan semacam ini pun masih dilihat seberapa jauh 

suatu pelaku usaha akan melakukan suatu monopoli dan penguasaan pada pasar. 

Dengan menggunakan pendekatan Rule Of Reason tindakan tersebut tidak 

otomatis dilarang, sungguh pun perbuatan yang dituduhkan tersebut dalam 

kenyataannya terbukti telah dilakukan.16  

2. Teori Tanggung Jawab 

Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah, keadaan wajib 

menaggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus 

                                                 
15Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1999, hlm. 28. 
16A. M.Tri Anggraini, Jurnal, “Jurnal Hukum Bisnis”, Volume 24, Jakarta: 2005, hlm. 5. 
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umum bahasa indonesia adalah  berkewajiban menaggung, memikul, 

menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab 

adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja 

maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai 

perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, 

artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia di bebani 

dengan tangung jawab. Apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban 

yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung 

jawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab 

karena ia menyadari akibat  baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari 

pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau  pengorbanan.17 

Menurut Abdulkadir Muhammad Tanggung jawab adalah wajib, 

menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul 

dari perbuatan, rela mengabdi, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak 

lain.18 Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat 

dimintakan pertanggung jawaban, yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-

hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan 

konsumen terganggu.19 

                                                 
17ACADEMIA, “Dasar Teori”, (https://www.academia.edu/5574253/Dasar_Teori), diakses pada 21 

februari 2018 pukul 23:10. 
18Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bekti, 2000, hlm. 

94. 
19Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung: 

Universitas Lampung, 2007, hlm. 93. 

https://www.academia.edu/5574253/Dasar_Teori
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Pada umumnya ada 5 bentuk tanggung jawab yang dikemukakan oleh Munir 

Fuady, yaitu :20  

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan  

Teori ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan 

pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 

diberlakukannya.  

2. Praduga untuk selalu bertanggung jawab  

Teori ini menyatakan bahwa tergugat selalu dapat dianggap 

bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak 

bersalah.  

3. Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab  

Teori ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, dimana pelaku 

usaha tidak dapat diminta pertanggung jawabanya dan konsumenlah 

yang menanggung segala resiko. Teori praduga untuk tidak bertanggung 

jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat 

terbatas. 

  

4. Tanggung jawab mutlak  

Teori tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen 

secara umum digunakan untuk meminta pertanggung jawaban pelaku 

                                                 
20Munir Fuady, Pembiayaan Perusahaan Masa Kini, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 

64. 
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usaha yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas 

tanggung jawab ini lebih dikenal dengan nama product liability.  

5. Taggung jawab dengan pembatas  

Teori ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak 

oleh pelaku usaha. Seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak 

menetukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi 

maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatas mutlak harus 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.  

3. Teori Perlindungan Konsumen 

Prinsip - prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan 

pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan 

sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain : 

a. Let the buyer beware (caveat emptor) 

Doktrin let the buyer beware atau caveat emptor merupakan dasar dari 

lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi 

bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat 

seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip 

ini mengandung kelemahan, bahwa dalam  perkembangan konsumen 

tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan 

terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidak 

terbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan 
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demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha 

dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen 

sendiri. 

 

b. The  due  care theory 

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempuyai kewajiban untuk 

berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. 

Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak 

dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa 

mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai jiwa 

pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada 

penggugat, sesuai dengan Pasal 1865 BW yang secara tegas 

menyatakan bahwa  barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu 

hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, 

atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan 

adanya hak atau peristiwa tersebut. 

c. The privity of contract  

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk 

melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara 

mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak 

dapat disalahkan diluar hal-hal yang dperjanjikan. Dengan demikian 

konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai 
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dengan ketentuan dalam Pasal 1340 BW yang menyatakan tentang 

ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang 

membuat perjanjian saja.21 

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen  

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 

berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni :  

a. Asas Manfaat  

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen 

harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

b. Asas Keadilan  

Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha 

untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas Keseimbangan 

Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, 

pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan 

kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 

barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.  

e. Asas Kepastian Hukum 

                                                 
21Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm. 61. 
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Adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh 

keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara 

menjamin kepastian hukum.22 

G. Metode Penelitian 

Terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai 

pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai 

pengertian penelitian hukum yaitu, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, 

yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. 

Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. 

Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.23 

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya  

pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun penelitian hukum ini menggunakan 

spesifikasi metode penelitian sebagai berikut : 

1. Spesifikasi Penelitian 

                                                 
22Elsi Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm. 159.  
23Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2008, hlm. 43.  
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Metode yang digunakan bersifat penelitian Deskriftif-Analitis, yaitu 

“menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-

teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.24 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap persaingan 

usaha tidak sehat dalam industri sepeda motor di Indonesia kemudian dikaji dan 

dianalisis sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Perundang-

undangan lainnya serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga 

diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan dalam penulisan ini terhadap 

Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-I/2016 terkait perjanjian kartel antara yamaha dan honda 

atas produk motor matic 110-125 CC secara sistematis. 

2. Jenis penelitian  

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan 

jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam 

penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang 

terdapat dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016. Penelitian normatif disebut juga 

penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau 

                                                 
24Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Semarang: Ghalia Indonesia, 

1990, hlm. 97-98. 
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implementasi hukum.25 Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan 

teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.26 

3. Pendekatan Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu 

: 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute apporoach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua 

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani. 

b. Pendekatan kasus (case apporoach) 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.27 

4. Sumber Bahan Hukum 

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis bahan 

yang digunakan adalah : 

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Putusan hakim Nomor 04/KPPU-

I/2016, sedangkan mengenai jenis sumber bahan hukum yaitu berupa sumber bahan 

                                                 
25Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm. 52. 
26Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 

26-27.  
27Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 93.  
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hukum sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literature-

literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana bahan 

hukum tersebut terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

Merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah 

dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya. 

Bahan hukum primer ini terdiri dari :  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 

mengenai pedoman pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel; 

5. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relavan dengan objek 

kajian. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, 

yaitu : 

1. Buku-buku Hukum; 

2. Hasil penelitan, seminar, penemuan ilmiah; 
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3. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relavan dengan objek 

kajian terutama yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang memberikan informasi dan bersifat penunjang dan erat 

hubungannya terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,  yaitu: 

1. Jurnal Hukum; 

2. Kamus Bahasa Indonesia; 

3. Kamus Bahasa Inggris; 

4. Dokumen-Dokumen Hukum; 

5. Internet. 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-

undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan 

dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.28 Dalam penelitian  hukum 

 normatif  ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut 

dengan sumber bahan hukum sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum 

tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah  literatur baik buku-

buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah 

                                                 
28M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarata: Sinar Grafika, 

2005, hlm. 109. 
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yang diteliti, kemudian penulis mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-

lembaran yang disediakan. 

6. Analisis Bahan Hukum 

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal 

memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif, yaitu 

penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang 

ada dalam masyarakat.29  Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa 

bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan 

pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan dilakukan interprestasi 

untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan 

dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan 

kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau 

berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi yaitu 

dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori 

yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. 

7. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dalam penulis skripsi ini adalah penarikan kesimpulan  

secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menarik suatu kesimpulan 

                                                 
29

Ibid.,hlm.105. 



24 

 

 

 

dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan 

menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).30 

 

 

 

 

 

                                                 
30Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009, hlm. 111. 
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